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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI SEBAGAI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA
PALEMBANG.

Oleh :

TARISA ANGGELLA
NIM : 502018073

Ekploitasi anak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mempekerjakan anak secara paksa
demi keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan mental dan fisik anak, eksploitasi
anak di muat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak.

Permasalahan yang penulis teliti adalah “bagaimana perlindungan hukum
terhadap anak korban eksploitasi sebagai gelandangan dan pengemis di kota
Palembang dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak
sebagai gelandangan dan pengemis di kota Palembang” Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui profile peraturan hukum tentang tindak pidana eksploitasi anak,
untuk mengetahui pelindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban
eksploitasi dan penegakan hukum terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak,
serta mengetahui kendala-kendala dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana
eksploitasi anak. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan
yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah menggunakan jenis pendekatan empiris.

Lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang di Unit PPA
(Perlindungan Perempuan Dan Anak) menggunakan sumber data primer dan
sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik
kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam tindak
pidana eksploitasi anak di kota Palembang secara garis besar dapat digolongkan
sebagai tindak pidana eksploitasi ekonomi.

Kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi
anak dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari pihak pelaku, pihak korban dan
pihak aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam kasus tindak pidana
eksploitasi anak dilakukan secara tegas kepada pelaku dalam kasus eksploitasi
anak secara ekonomi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Pelaku, Eksploitasi
Anak
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dalam mencapai tujuan
membangun bangsa yang lebih maju lagi di era modern. Sebagai insan yang
belum dapat berdiri sendiri, maka perlu diadakan usaha kesejahteraan anak
agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik jasmani ,rohani mau
pun sosial. Tentunya usaha mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama
adalah menjadi tanggung jawab orang tua serta lingkungan di sekitar anak,
sehingga rasa harga diri anak akan berkembang jika mereka merasakan
lingkungan sekitar menghargai dan suka bersosialisasi bersama mereka.*

Anak adalah bagian yang tidak akan terpisahkan dari keberlangsungan
kehidupan manusia serta keberlangsungan suatu bangsa dan negara, agar
dapat mempertanggung jawab kan keberlangsungan bangsa dan negara, setiap
anak berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu,
perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak
dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa

mengalami perlakuan diskriminatif.

1 Joni Fernando, tindakan eksploitasi terhadap anak menurut undang-undang no 23 thn

2002 tentang perlindungan anak, https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=3914&page=8, di
akses pada 25 september 2021



https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=3914&page=8

Semua negara bersepakat bahwa anak adalah kelompok masyarakat
yang paling rentan menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Anak tidak dapat hidup sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain,
khususnya orang tua. Dalam hal ini negara wajib memberikan perlindungan
yang cukup kepada anak agar mereka tidak menjadi korban pelanggaran
HAM.?

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa
yang dikatakan anak ialah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selama masih belum berusia 18
(delapan belas) tahun seseorang tersebut masih dikatakan sebagai seorang
anak yang masih harus dilindungi hak-haknya.

“Apa saja hak-hak anak yag harus dilindungi, tertuang dalam BAB |11
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban anak,
telah di bahas secara terperinci dalam pasal-pasalnya tentang apa saja hak-hak
serta kewajiban bagi seorang anak, adapun hak-hak yang dimiliki seorang
anak antara lain :

1. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang,
serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga Dberhak untuk
mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun
diskriminasi.

2. Setiap anak berhak untuk memiliki sebuah nama dan status
kewarganegaraan sebagai identitas dirinya.

3. Setiap anak berhak untuk dapat melaksanakan kegiatan ibadah
sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu, ia juga
berhak untuk berfikir serta berekspresi yang sesuai dengan usia dan
tingkat kecerdasannya. Tentu saja hal tersebut harus selalu dalam
bimbingan orang tua dan tidak ada paksaan bagi mereka dalam
melakukannya.

2 Rahayu, 2021, Hukum Hak Asasi Manusia, Badan Penerhit Universitas Diponegoro,
Semarang. him 113



4. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua
kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka.
Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak
angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak
dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.

5. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spiritual, maupun kehidupan
sosialnya.

6. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak
untuk perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya tanpa
adanya unsur paksaan dan sesuai dengan minat, bakat, serta
kemampuannya.

7. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan
pendapatnya. la juga berhak mencari, menerima, serta
menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat
kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

8. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk
beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi
sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.

9. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial,
serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi
mereka penyandang cacat.

10.Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidak
adilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman,
penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu,
mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau
praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan
politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga
peperangan.

11.Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang
tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka
juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.

12.Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia
berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri,
mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang
manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku
tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga
berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.®”

3 Maya sari, Hak Perlindungan Anak, https://guruppkn.com/hak-perlindungan-anak,
diakses pada 26 september 2021



https://guruppkn.com/hak-perlindungan-anak

Hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang diatas haruslah
terjamin agar terlaksanakannya kesejahteraan bagi anak, lalu siapa saja yang
memiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan isi dari Undang-
Undang di atas? Pasal 20 berbunyi “Negara, Pemerintah, masyarakat dan
Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak” dapat disimpulkan berarti Orang tua, Masyarakat serta
Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak
anak.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 3 berbunyi “perlindungan anak
bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudknya anak indonesia yang berkualitas, berahlak
mulia, dan sejahtera.”

Negara juga berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak anak,
baik sosial, politik, budaya dan ekonomi. Namun pada kenyataannya,
sepertinya negara masih belum mampu memenuhi kewajiban dalam
melindungi hak-hak anak. Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah
masih maraknya tindak pidana eksploitasi anak dalam bentuk ekonomi,
seperti gelandangan, dan pengemis. Tidak hanya melanggar hak-hak anak,
dengan adanya tindak pidana eksploitasi anak tetapi juga dapat membawa
dampak negatif bagi anak-anak, baik secara mental maupun fisik, bahkan bisa
berdampak lebih jauh lagi adalah dengan adanya eksploitasi anak

dikhawatirkan dapat mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapatkan
kehidupan yang lebih baik lagi.*

4 Joni Fernando, tindakan eksploitasi terhadap anak menurut undang-undang no 23 thn
2002 tentang perlindungan anak, https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=3914&page=8, di
akses pada 25 september 2021



https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=3914&page=8

Apa itu eksploitasi anak? Definisi secara singkat Eksploitasi anak
ialah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif
terhadap anak, yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan
tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa
memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya.
Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk
melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial maupun
politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup di masa
kanak-kanaknya (kurang dari 17 tahun).>

Adapun bentuk eksploitasi anak tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, antara lain :

1. Eksploitasi Ekonomi
lalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dimanfaatkan fisik dan
tenaganya untuk bekerja demi keuntungan orang lain dan
mengarahkan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum
dikerjakannya.

2. Eksploitasi Sosial
Segala bentuk yang membuat perkembangan emosional dan sosial
anak terhambat.

3. Eksploitasi Seksual
Bentuk eksploitasi ini melibatkan anak dalam aktifitas seksual yang
belum dipahaminya, seperti suatu perbuatan yang mengarahkan
pada kata pornografi, asusila, perkataan porno, menelanjangi anak
untuk produk pornografi atau melibatkan anak dalam bisnis
prostitusi. Perilaku eksploitasi seksual dapat menimbulkan trauma
psikis bagi korbannya.®

Tindak pidana eksploitasi anak adalah fenomena janggal bagi negara
ini, karena keberadaan anak akan ikut menentukan kondisi masa depan
beberapa waktu kedepan dan sudah sepatutnya anak-anak dilindungi hak-
haknya agar dapat tumbuh berkembang secara baik, seperti apabila
mempekerjakan anak juga harus lihat resiko dari pekerjaan yang dilakukan,

agar pihak-pihak tertentu jangan hanya mengambil keuntungan dari si anak

saja.

S Suharto, pengertian eksploitasi anak, https://www.pengertianmenurutparaahli.net/
pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/. di akses pada 28 september 2021




Eksploitasi anak, perdagangan anak, kekerasan pada anak dan
berbagai tindakan pelanggaran hak asasi terhadap anak-anak Indonesia selalu
saja mewarnai potret kehidupan bangsa kita. Hampir di setiap ruas jalan dapat
menjumpai anak-anak jalanan yang berusaha memperoleh uang dengan cara
apapun seperti mengamen, mengemis, menjadi joki jalanan, menjual koran,
pedagang asongan dan bahkan di kota-kota besar seperti Palembang anak-
anak banyak melakukan kriminalitas, sayangnya kebijakan mengenai
perlindungan anak belum sepenuhnya menjadi perhatian utama bagi para
pemegang kekuasaan negara kita.”

Fenomena tersebut tentu saja muncul karena kurangnya penegakan
hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia. Meskipun pemerintah telah
memfasilitasi sebuah badan independen seperti Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) serta dituangkannya ketentuan mengenai perlindungan
anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlidungan Anak, namun perlakuan diskriminasi dan kekerasan
masih kerap dialami oleh sebagian anak yang menjadi korban eksploitasi .

Mengenai penegakkan hukum (law enforcement) tentunya tidak
terlepas dari kondisi masyarakat dalam negara tersebut, karena masalah
penegakan hukum merupakan hal yang bersifat universal, dalam setiap
negara akan mengalaminya dan dengan caranya masing-masing akan

berusaha untuk mewujudkan tercapainya penegakan hukum di dalam

masyarakat.®

® Suara.com, eksploitasi anak bentuk dan hukum yang mengatur, https://www.suara.
com/news/2021/06/09/071229/eksploitasi-anak-arti-bentuk-dan-hukum-yang-mengatur di akses
pada 28 September 2021

" Ratna Artha Windari, Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia,
jurnal hukum, Vol 10, Nomor 1, Jakarta, 2011, him 3

8 Ibid, him 4
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Penegakan hukum dalam suatu negara juga memiliki kaitan erat
terhadap sistem hukum negara tersebut, menurut Lawrance Meir Friedman
sistem hukum terdiri atas, Struktur Hukum (termasuk didalamnya struktur
institusi penegak hukum), Substansi Hukum (aturan atau norma baik living
law maupun aturan perundang-undangan), dan Budaya Hukum (sikap
manusia terhadap hukum, nilai, pemikiran, serta harapan). Ketiga hal tersebut
tentunya harus terpenuhi sehingga nantinya hukum akan mampu bekerja
secara efektif dalam masyarakat.®

Secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada
kaitan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang baik
untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup, demikian pula dalam menegakkan hak-hak anak melalui jaminan
terhadap perlindungan anak itu sendiri sangat diperlukan adanya keserasian
dalam substansi perundang-undangannya dengan para penegak hukumnya
dan juga kesadaran masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut.

Secara yuridis tindakan eksploitasi anak telah di atur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan terjadi perubahan
karena beberapa pasal dianggap belum dapat berjalan secara efektif karena
masih adanya tumpang tindih antar perundang-undangan sektoral terkait
dengan defenisi anak, dan telah diubah menjadi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, mempertegas tentang perlunya pemberatan
sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk
memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk
memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan atau pelaku
kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban
dan atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku
kejahatan yang sama.®

Berdasarkan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang bentuk-bentuk Eksploitasi Anak seperti, Eksploitasi ekonomi,

Eksploitasi sosial dan Eksploitasi seksual, Penulis akan membahas lebih

® Ibid, him 6

10 Jogloabang, perubahan uu no 23 thn 2002, https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-
35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak, di akses pada 28 september 2021
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detail tentang Eksploitasi ekonomi karena fenomena eksploitasi secara
ekonomi masih sangat sering terjadi di kota-kota besar seperti Palembang.

Menurut peneliti, pentingnya permasalahan ini untuk di teliti karena
Hak-Hak perlindungan anak serta penegakan hukumnya yang di atur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 kemudian diubah
menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014,
tidaklah berjalan sebagaimana mestinya, tidak sedikit anak yang dirampas
hak-haknya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mementingkan
keuntungan dirinya sendiri sehingga tidak memikirkan perkembangan anak,
mental serta fisik anak tersebut, dan tidak sedikit anak yang akhirnya
terancam tidak memiliki masa depan karena tidak bisa mendapatkan
pendidikan di sekolah.

Berdasarkan hal-hal diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan
menuangkan dalam  bentuk penulisan skripsi yang berjudul
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI SEBAGAI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI

KOTA PALEMBANG.



B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka dapat

dirumuskan dua masalah penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Eksploitasi Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota
Palembang ?

2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi
Anak Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
1. Ruang Lingkup :

Mengenai luasnya jangkauan didalam bidang hukum dan
keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi terarah
dan tidak menyimpang dari judul maka ruang lingkup dalam penulisan,
pembahasan dan permasalahan yang akan dibahas vyaitu, mengenai
penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan
dan pengemis di kota palembang.

2. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan :
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai

Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai

Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang.
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Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan
teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai ilmu

pengetahuan, serta bentuk dedikasi yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual
Agar memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu
dikemukakan konsep dari istilah-istilah yang akan berhubungan dengan
pembahasan dalam penelitian serta agar tidak terjadi kesimpangsiuran
penafsiran, maka dalam uraian dibawah akan dikemukakan penjelasan dari
istilah-istilah yang akan berkaitan dengan judul skripsi ini, sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai
yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan
mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup®!

2. Pelaku adalah orang yang secara materiil dan persoonlijk nyata-nyata
melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari
rumusan delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.'?

3. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang

meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,

11 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan Antara norma dan realita ,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. HIm 11

12 Chant S. R. Ponglabba, Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut
KUHP, Jurnal Hukum, VVolume 6 Nomor. 6 . Yogyakarta.. Agustus 2017. HIm 34
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perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan
hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan
tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak
lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. 13

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan (undang-undang no 23
tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 butir (1). secara
definisi Anak adalah bagian dari generasi mudah sebagai salah satu
sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita
perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan
khas khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara
utuh, serasi, selaras dan seimbang.*

5. Gelandangan istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan yang
artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman

tetap.'®

13 Nahar (Deputi Bidang Perlindungan Anak) Dkk, 2019, Buku Panduan Terminologi
Perlindungan Anak dari Eksploitasi, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak RI. Jakarta. HIm 59

14 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia, PT
RajaGrafindo Persada. Jakarta. HIm 7

15 Suparlan Parsudi, 1983, Gelandangan sebuah konsekuensi perkembangan kota dalam
gelandangan pandangan ilmu sosial, LP3ES, Jakarta.
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6. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-
minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk
mengharapkan belas kasihan orang lain.®

E. Metode Penelitian
Sebagaimana diketahui, pokok permasalahan dalam penelitian ini
adalah penegakan hukum pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan dan
pengemis di kota palembang. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian
haruslah menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan yang
diteliti. Adapun uraian metode penelitian, berisi hal-hal sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian dan Pendekatan Yang Digunakan
Dalam analisa penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang
bersifat deskriptif atau menggambarkan. Metode pendekatan yuridis
empiris adalah cara atau prosedur yang digunakan penulis untuk
memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih
dahulu lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian data premier di
lapangan terhadap kenyataan. Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan secara yuridis empiris, karena data yang dibutuhkan harus

diperoleh secara langsung di POLRESTABES Kota Palembang.

16 Mlftachul Huda, 2009, Pekerjaan sosial dan Kesejahteraan sosial, Pustaka Pelajar,
yogtakarta. HIm 29
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2) Lokasih Penelitian
Lokasih penelitian ini bertempatkan di Kepolisian Resor Kota Besar
(POLRESTABES) Palembang, yang beralamatkan Jalan. Gubernur H.A
Bastari No. 01 Palembang 30252
3) Sumber data
Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoriatif) yang terdiri dari:
Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang
perlindungan anak perubahan atas Undang-Undang Republik
Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari
literatur hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk penjelasan
terhadap bahan hukum primer, dan bahkan bahan hukum sekunder
yaitu, jurnal. Sepanjang mengenai informasi yang relevan dengan

topik penelitian .
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4) Alat Pengumpulan Data
Dalam penelitian hukum ini alat pengumpulan data yang digunakan
terdiri dari :
A. Studi Dokumen (Documentary Studies)
Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data yang tertulis dari
suatu keadaan dan kegiatan subjek penelitian. Teknik dokumentasi
ini diperlukan sebagai pelengkap yang dapat menguatkan atau
sebagai pengayaan data penelitian yang memiliki hubungan dengan
tujuan penelitian, dan interprestasi sekunder terhadap kasus yang
berhubungan dengan penegakan hukum pelaku eksploitasi anak
sebagai gelandangan dan pengemis.
B. Wawancara (interview)
Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali informasi yang
berhubungan dengan penegakan hukum pelaku eksploitasi anak
sebagai gelandangan dan pengemis di Kota Palembang. Peneliti
melakukan wawancara atau tanya jawab dengan ketua divisi
perlindungan anak dan perempuan di POLRESTABES Palembang.
Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan
yang diteliti.
5) Analisis Data
Data yang diambil dari sumber hukum dikumpulkan baik data
perpustakaan maupun data lapangan, kemudian di analisis secara

kualitatif, yang artinya menguraikan data yang bermutu, yang gejala data
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primer dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara

deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan skripsi ini. Kemudian diambil

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistemasika sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang,

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian,

Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika

Penelitian.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat

kaitan dengan obyek penelitian, yaitu :

A.

B.

Pengertian Eksploitasi Anak
Pengertian Gelandangan dan Pengemis
Pengertian Perlindungan Hukum
Pengertian Penegakan Hukum
Faktor-Faktor Eksploitasi Anak

Macam-Macam Hak-Hak Anak
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BAB Il PEMBAHASAN
Merupakan pembahasan yang berisikan paparan tentang
hasil  penelitian secara khusus menguraikan dan
menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai :
A.  Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Ekploitasi
Anak Sebagai Gelandangan dan Pengemis di Kota
Palembang.
B.  Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Eksploitasi Sebagai Gelandangan Dan Pengemis di
Kota Palembang.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Berisikan kesimpulan dan saran hasil akhir dari penelitian

dan pembahasan mengenai permasalahan yang di teliti.
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